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Kapasitas Pemilih dan Prospek Akuntabilitas
Politik Lokal di Kabupaten Magelang
, riiiiiiiri':lL\.\'"r'ii.\itil\i
OIeh : Budi Setiyono
Abstract:This article demonstrates thatpolitical capacity of voterc
in Kabupaten Magelang is very ilow. Accordingly, general election
does not always function as its philosophical framework. Despite
the impressive participatian of the p@ple during the election
proces& voterc do not fully understand that elrction can have an
impact to their live. Many voters have not rrognized that elxtion
is a political instrument. Moreover, most voters also do not have
any criterion to evaluate the performance of politicians so it is
possible that they use the ballot injudiciously when they vote for
the local legislative candidate. As this situation exist, it is likely
that local political accountability in Magelang for the next five
-vear wiII never appear In a long term, without a comprehensive
program to increase the political capacity of the people,
democratization process may be in danget.
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Pemilihan Umum (Pemitu) di Indonesia adalah merupalan event
peristiwa yang memiliki banyak wama. Pada satu sisi, momentum ini
adalah merupakan proses politik yang menentukan arah perjalanan
bangsa selama lima tahun kedepan. Akan tetapi pada sisi lain,
nrementum ini juga bernuansa "pesta rakyat" dalam arti yang
sesungguhnya. Adalah benar bahwa dalam Pemilu rakyat berbondong,
bondong memberikan suara pada bilik-blik Tempat Pemungutan Suara
(TI5) untuk menentukan pemimpin bangsa dan para wakil rakyat di
DPR. Namun pada saat yang sama/ rakyat juga berpesta dengan
rnenikmati berbagat macam suguhan gratis yang dipersembahkan oleh
para partai politik dan calegnya baik dalam bentuk makanan,
rdnuman, pemberiankaos, topi, rompi, uang, dan jugahiburan (yang
pada umumnya) berupa pertunjukan musik dangdut, tanpa peduli
Cari mana uang yang dipakai untuk menyediakan semua pemberian
itu.
Tidak hanya itu, Pemilu bagi (barangkali) sebagian besar rakyat
juga sering dipandang sebagai "momentum kebebasan", dimana
mereka diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan yang diluar
kebiasaan dan pelanggaran terhadap norma hukum sehari-hari. Hal
ini ditunjukkan oleh fakta bahwa dimana-mana pada saat kampanye
Pemilu, banyak sekali warga masyarakat yang melanggar aturan lalu
Linias: tidak rnemakai helm jika bersepeda motor, menaiki sepeda motor
Iebih dari dua penumpan& mencopot knalpot agar bersuara meraung,
naik truk bak terbuka, dan juga menerabas lampu lalu lintas atau marka
jalan. Selain itu, berbagai macam tindak pidana seperti aksi kekerasan
antar anggota partai dan kekerasan antar kelompok, penodongan oleh
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massa/ intimidasi, pelecehan seksual, penghinaan terhadap aparat
pemerintah, perusakan fasilitas publik, dan perampokan toko atau ponl
bensin juga sering me$/arnai pelaksanaan Pemilu.
Kesemua perilaku tersebut adalah sangat jauh diluar frame dari
mtaks_ud d iselenggarakannya Pemilu secara f i I osofi s. pemil u mestinya
adalah sebuah proses politik untuk membangun terbib sosial yang harus
dirnulai oleh sikap yang tertib hukum. Pemilu adalah iuga aktifitas
politik penting yang salah satu fungsinya adalah untuk n-renjamin
terciptanya akuntabilitas politik dari para wakil rakyat. pemilu
rnerupakan media dimana rakyat dapat rnenilai, mengevaluasi, dan
"menghukum" melalui surat suara, terhadap siapa saja yang pacla
Pernilu sebelurnnya dipercaya rnereka untuk menjacli wakil dalam
parlemen. Pemilu bukanlah "pesta" dimana partisipan pesta itu dapat
berbuat apa saja untuk melanggar hukum, menggangu hak asasi orang
lain, atau mengotori jalanan untuk kemudian kotoran dan sampahnva
rnesti dibereskan oleh orang lain.
Dengan political behaviouryang ditunjukkan oleh banyak pemilih
dalam Pemilu 2004 semacam itu, adalah sangat beralasan bagi kita
untuk bersikap pesimistik dalam menilai bahwa Pemilu 2004 telah
memiliki fungsi rasional seperti yang diharapkan. Sikap dan perilaku
politik masyarakat selama proses penvelenggaraan Pemilu yang jauh
dari nilai-nilai filosofis Pemilu, mengakibatkan potensi dimana
pelaksanaan Pemilu mengalami displace,ment of goals,sehingga tentu
saja arnat disayangkan karena penyelenggaraannya memerlukan biaya
yang teramat banyak.
Tulisan ini dibuat untuk mendiskusikan fenomena sikap dan
perilaku pemililu dihubungkan dengan kapasitas politik, dan prospek
akuntabilitas politik pada tingkat lokal. Pertanyaan utama yang hendak
dijawab dari tulisan ini adalah apa yang mendasari rakyal memiliki
perilaku yang demikian dalam kegiatan Pemilu? Bagaimana
sebenarnya rakyat mernandang Pemilu: apakah mereka lebih
memandang Pemilu sebagai proses politik, ataukah mereka me-
mandang Pemilu sebagai sesuatu yang lain? Selanjutnya, apa
irrplikasinya pada akuntabilitas politik (khususnya) pada parlemen
pada tingkat lokal? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat menarik
untuk didiskusikan rnengingat hampir di seluruh daerah, berbagai
media nlassa banyak melaporkan adanya berbagai macam kinerja
anggota DPRD yang negatif, mulai dari penyelewengan kekuasaanl,
korupsi yang menggila2, rendahnya profesionalitas3, perilaku yang
buruka, dan pengacuhan terhadap aspirasi rakyat5. Dikarenakan
penelitian yang menjadi dasar tulisan ini dilakukan di Kabupaten
Magelang, maka tentu saja pertanyaan-pertanyaan itu dikemukakan
dalam konteks lokal Magelang. f)engan penelitian ini, maka
diharapkan kita dapat memiliki gambaran apakah anggota DPRD hasil
Pemilu 2004 di l(abupaten Magelang akan bisa diharapkan untuk lebih
akuntabel, dan mengetahui dirnana letak kesalahan yang harus
diperbaiki dalarn proses peningkatan akuntabilitas DPRD itu.
Penelitian yang menjadi dasar tulisan ini dilaksanakan selama satu
bulan pada saat rnasa kampanye Pemilu 2004 dilaksanakan. penelitian
dilaksanakan pada 10 (sepuluh) lokasi yang dipilih secara simple ran-
clom dimana 5 dari l0lokasi itu adalah n'ilayah bercirikan desa (rura!
area)yakni desa Bandongan, desa Banjarnegara, desa Gunungpring,
desa Wringinputih, dan desa Sumber, darr 5 yang lain adalah wilayah
bercirikan kota (urban area), yakni kelurahan Muntilan, kelurahan
Mendut, kelurahalt Sawitaru kelurahan Sumberrejo, dan kelurahan
Secang.
Metoda Penelitian
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Untuk wilayah perdesaan, desa yang diteliti adalah merupakan
iiasil tlari pilihan ar:ak sederhana, sedangkan untuk wilavah perkotaan,
.<clurahan yang ditr:liti merupakan pilihan otomatis karena si Kabupaten
\la*elang hanya terdapat Iima kelurahan. Kemudian, responden dipilih
.lerrgan menggunerkan metode sitnple randottt santpling, akan tetapi
tlengan mempertimbangkan komposisi gender dan usia. Beberapa vari-
aL'le yang dilihat dalam paper ini adalah: (1) pengetahuan tentang seluk
i,.eluk Pemilu; (2) prerigetalruan tentangi partai politik; (3) pengetahuan
:erltang pemerintahan dan proses politil<; dan (4) kadar keterlibatan
,ralam proses politik. Penelitian ini berhasii nler /awancarai responden
=..5anvak 100 orang",, clengan set'raran responden sebanyak L0 orang pada
:,-r.a.,.in€f-rnasing ciesa yang dipilih secara acak sederhana. Responden
. .rng dipilih adalah mereka yau"rg telah memiliki hak pilih @erusia diatas
,I tahtin atau sudah menikah).
I)enelitian ini rnenunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten
\'l:gelarrg sebagai salah satu Kabupaten yang ada cli Indonesia masih
:renriliki kapasitas yang amat rendah dalam konteks politik. Walaupun
:rdak bisa digenerirlisir, akan tetapi situasi ini dapat menjadi cermin
:.rhn a ploses demokratisasi di negara kita masih memerlrrkan proses
,..]nq pnniang r-rntuk nrenuju senlpurna,
Seclra korsepsional, untuk mewujudkan demokrasi sebagai system
:-er.rr-t'ienggaraarr pemerintahan clari, olel-r dan untukrakyat, diperlukan
x.t1!-laknva dua syarat: Pertama, ter-selenggaranya Pemilu yang fair
:cnsarl diclukurrg oleh adanya kapasitas politik yang memadai dari
:-r.:\'dt (Berelson, L,azarsfeld, datr McPhee,1954; Setzler, 2002), kedua
-r!ran\ a partisipasi aktif rakyat dalam proses dan kegiatan politik (Al-
r.,i-rnrl & Verba, 1955; Bennett & Bennett, 1986; Lipset,1959; Rosenstone
i; i1.rnsen, 1993).
Joseph Sclrumpeter dalam Capitalisnt Socialism and Democracy
; 9J2 ) nren ggambalkan proses demokrasi seba ga i "ins ti tu ti orta I a range-
.:r.'n1"\'ang berupa proses pengisian jabatan publik melalui persaingan
\.r:r-rFretitif urltuk mendapatkan suara pemilih. Dia menyebutkan bahwa
ientrx-rac-J, tneans only that thepeoplehave the opporturutyof accept-
:a: ()r retitsing the men fsicJ who are kt rule thent". Dengan demikian,
je:rrokrasi akan berarti jika rakyat merniliki kesempatan untuk
::renentukan sendili siapa orang yang akan memerintah mereka dalam
:'<rnerintahan. f)emokrasi juga diharapkan dapat menjamin adanya
:ertanggungjaw:rban pemerirrtah terhadap keinginan rakyat,
.ii-.agaimana dikenrukakan oleh Dahl (1971: 1): "the key characteristic
.-l ,l clentocracv is tlrccontinuirtgresponsiveness oltlzegovemment to the
.:lL,firences <tf its citiz,ens, considered as political equal".
Dalarrr konteks ini, Pemilu memiliki fungsi utama untukmenjamin
::rpiiihnva para pejabat yang dikehendaki rakyat untuk mengemban
:::'r a nat pemerintaharL serta rnenentukan ar ah perjalanan masyarakat
-i:^arn janeka wakhr beberapa tahun kedepan. Disanrping fungsi pokok
.:.r. Pernilu juga merniliki spektrurn fungsi yang lebih luas. Sebagaimana
.ri<emukakan oleh }{eywood (2002: 230-1), Pernilu memiliki setidaknya
:riuh nracam fungsi, yakni: (1) merekrut politisi, (2) membentuk
:-.. nc lintaharu (3) menentukan pent'akilan, (4) mempengaruhi kebijakarr,
i r pt-.ndidikan bagi pemilih, (6) rnembangun legitimasi politik, dan (7)
:'enperkuat kedudukan elite. I-ebih dari hal tersebtrt, Pemilu juga
: :ir.ir.rp.(2n menjamin adanya akuntabilitas demokrasi, dirnana
:t::relitrtah )rang berkuasa serta para anggota parlemen terpilih harus
,.i r!-.at rnempertang5;ungjawabkan kebijakan, perilaku, dan sikap mereka
..'.r'rg nlenyangkut kepentingan publik terhadap masyarakat pernilih
,i a i a rn kurun waktu tertentu (Schedler, 1999, 14).
\lerrurut Sctzlcr: (20;021, konsePsi bahwa I'cmilu dapat mcnjamin




adanya akuntabilitas demokrasi didasari oleh asurnsi vang sederhana
bahwa apabila rakyat aktif, sadar, dan rnemiliki informaii, maka rnereka
akan dapat meminta peyablt pemerintah untuk berkampanye dan bekerja
sesuai dengan keiry;inan rakyat, serta mempertanggungjawabkan kinerja
mereka dilradapan rakyat pada masa yang akan datang. secara retro-
spe-ctiue, mkyat harus memiliki pengetahuan dan informisi yang cukup
terhadap perilaku dan kinerja mereka yang sedang .n"ri.gurrg
kekuasaarr dalam pemerintahan untuk menjadidasar dirarn *eiritifi
atau tidak memilih rnereka kembali. Dengan pemilu yangfafu, rakyat
dapat mendepak siapapun mereka yang tidak kapabelfkor,.rp, cian
irrespotaivedalam jabatan politik. sedangkan secara pt ospective,rakyat
harus mengetahui apa yang menjadi kemampuao program, visi, dan
misi dari para kandidat kontestan Pemilu, sehinggJmei'eka akan tahu
persis bagaimana kepentingan mereka nantinya hkan dlpe4uangkan
oleh para rvakil yang rnereka pilih.
P-roses ini hanya mungkin terjadi apabila rakyat memiliki kapasitas
penuh dalarn hal pengetahuan politik untuk kemudian secari sadar
dan rasional rnenggunakan hak pilih mereka untuk memilih calon yang
memiliki komitmen paling kuat dalam memperjuangkan'dai
memproteksi kepentingan rakyat. Pernilu hanyalah meruprakan media
yarrg sifatnya pasif. Sebagaimana dikemukakan oleh Setiler (2002: 1):
"free, ogtel and competitive electiorL by themselves, cannot either guar-
an tee the basic protections of dentcrcra tic citiz,enship or adequately pr*
vent abuses of power by state actors". Olehkarena itu, rakyat hendiknya
memiliki wawasan yang luas tentang segala hal dan konsekwensi diri
pilihan yan g akan mereka jatuhkan. Dalam hal ini, Berel son, Lazarsf eld,
dan McPhee (1954: 308) mengemukakan bahwa: "The democratic citi-
zen is expected lo be well irtfonned about public affairs. He is exprcted to
know what the issues arer what their history is, what the releiant facts
arq what alternatives are proposed, what the party stands for, (and)
what the likely gonsquences are". Tartpa aclanya kapasitas pemilih yang
demikian, maka Pemilu tidak akan berarti apa-apa dalam pioses
demokrasi, selain hanya melegitimasi para elite kekuasaanbelalia.
Ygrg menjadi masalah bagi kebanvakan negara berkembang
adalah, apakah rakyat memiliki kapasitas yang cukup dalam arli
pemahaman akan proses politik dan apakah mereka memiliki
pengetahuan tentang para calon dan partai politik yang akan mereka
pilih? Sayangnya berbagai macam studi (Berelson, Lazarsfeld, dan
McPhee, 1954; Delli Carpini, 1999, dan Setzler, 2002) menuniukkan
bahwa di banyak negara berkembang (bahkan juga di beberapa negara
maju), pemilih belum memiliki kapasitas seperti yang diharapkan
tersebut. Disamping rakyat banyak yang masih tidak sepenuhnyatahu
dan merrgerti tentang apa arti Pemilu dan proses politik, mereka juga
memiliki informasi yang amat terbatas tentanEi apa itu institusi poiitik
proses politik, kebijakan pernerintatr, kondisi sosial ekonomi, dan aktor
politik seperti calon legislative and partai politik (Delli Carpini ,1999:6).
Tidak heran kiranya apabila di kebanyakan negara berkembang, pemilih
bisanya memberikan suara tidak berdasarkan pada rasionaliias dan
pengetahuan politik, melainkan bersandar kepada clientelisme,
patronase, penghasutary dan populisme (Mainwaring, 1999).
_ Selain terse_lenggaranya Pemilu yang didukung oleh adanya
kapasitas politik pemilih, berialannya mekanisme clemokrasi juga
me":ulqt ui*y,u keaktifan rakyat dalam proses politik. partisipisi
politik ini diperlukan afiar pemerintah dapat diiekan untuk lebih
memiliki akuntabilitas. Krishna (2002: 438) berpendapa t b ahw a,'gov-
emments can be more effectively held to account, constitutionaily guar-
anteed figltts can be enforced, and individuals'and comnturuii{s, de-
mands can be better represented witltin the policy process when ordi-
nary citizens participate actively in the politics of their counhy,i Akan
tetapi, partisipasi tersebut bukanlah hanya terbatas pada keikutsertaan
dalam Pemilu, melainkan juga proses dan kegiatan potitik pasca kegiatan
Pemilu. Partisipasi rakyat yang tinggi dalam penyelenggaraan pimilu
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belumlah rnerupakan jaminan hahwa proses demokrasi dapat
rnewujudkan akuntabilitas pemerintahan. Dalam kaitan ini, Clark, Khan
tlan Mclavefty (70A2:456) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah
"a form of activity that involves citizens undertaking some leve( of in-
volvement in political life beyond the basic act of voting". Dengan
demikian, partisipasi politik yang dapat mendukung proses
dernokratisasi, memiliki cakupan yang luas meliputi segenap aktifitas
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara umuln Parry, Moyser,
dan Day (1992:16) menyatakan bahwa partisipasi politik adalah "tak-
ing partin the processes of formulatiory passage and implententation of
public policies".
Kembali yang menjadi masalah bagi rakyat di negara berkembang
..rdalah tingkat partisipasi politik mereka yang masih rendah (Hunting-
ton and Nelson, 1976). Ralq/at memang berbondong-bondong mengikuti
kampanye dan metrakukan pencoblosan pada bilik suara ketika Pemilu
diselenggarakan. Akan tetapi mereka jarangyang terlibat aktif dalam
proses politik, seperti dalam proses anggarary penyusunan Propeda,
pengontrolan proyek, atau bahkan kebanyakan mereka tidak melakukan
apa-apa ketika mengetahui bahwa para penyelen€igara pemerintahan
baik di eksekutif m,aupun legislative melakukan korupsi ataupun juga
penvalahgunaan kekuasaan.
Kondisi semacam hal tersebut diatas inilah yang disebut sebagai
"paraclox of dernoe'rac1,t", dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan
tlc'lak merniliki kapasitas yang memadai untuk menggunakan dan
rnengatur kekuasaan yturg ada pada mereka (Berelson, Lazarsfeld, and
\,fcPhee, 1954:312\. Demokrasi menjadi sia-sia karena sungguhpun
rakyat memiliki kekuasaan, akan tetapi mereka tidak dapat
menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk merninta
pertanggungjawaban terhadap para penyelenggara kekuasaan. Rakyat
tetap saja menjadi obyek yang tidak berperanan secara signifikan
ierhadap kehidupa n negara.
Kapasitas Pemilih dan I'artisipasi Politik di Kabupaten Magelang.
Sesungguhnya dilihat dari tingkat partisipasi rakyat dalam Pemilu leg-
islative 2004, Kabupaten Magelang memperlihatkan angka yang cukup
mengesankan. Data dari KPU Kabupaten Magelangr menunjukkan, dari
angka 828.928 pemilih yang terdaftar, terdapat sebanyak 729.384 pemilih
vang menggunakan hak pilihnya. Ini berarti bahwa ada sekitar 88 %
rr:rnilih yang turut memanfaatkan haknya untuk berperan dalam proses
Pemilu. Sayangnya, angka partisipasi yang tinggi tersebut tidak disertai
oleh kapasitas politik dari pemilih yang memadai.
Urrtuk dapat menjelaskan dinamika dan prospek demokrasi di
Kabupaten Magelang, tulisan ini akan mencoba menggambarkan
l.agaimana kapasitas pemilih dan partisipasi politik di Kabupaten
\lagelang.
Komposisi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Dari sudutjenis kelamin, responden pada urnumnya berjenis kelamin
iaki-laki, seperti ya:rg terlihat pada table berikut:
Tabel 1: fenis Kelamin
FGlardn Ms5atakatRrml If&s5arzlcat Urban
FHnrerci o/o Fldarcmi o/tn
Lnki-laki 28 ffi% n &Y,r
n M% l8 %oA
-:rr,br:r: pengolahan clrrri data Penelitian
Dari sudut usia, sebaran responcten cukup bervariasi, mulai darj
u.ia kurang dafi2O tahun sampai dengan lebih dari 60 tahun.
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thia ll&sD,arakat ;1t',t Urban
Fhelruensi o/ Fhdarensi af/o
Kurane dad 20th J 6Yo 4 8%
2 - 30talnrr l2 fo/.i.a /o 25 5AYo
J -r()dur 21 42% l6 32Yo
4 - 50talur 4 8% J 6%
5 - 60tahun 9 lSYr 2 4Yo
Ddas60talun 2o/o
Sumber; pcngolaharr dari d.ata Penelitian
Tabel 2: [.Jsia
Dmi aspek pendidikan, sebaran responden juga bervariasi, tapi pada
umumnya mereka berpendidikan tamat SLTP clan atau tamat SLTA.
Tabel 3: Pendidikan
Berikut ini adalah data dari hasil penelitian yang menjelaskan
tentang bagaimana kapasitas dan pengetahuan politik pemilih dalam
be.berapa variable tersebut:
Pengetahuan tentang seluk-beJuk Petnilu. Secara umum, hasil sur-
vey menuniukkan bahwa pemilih di Kabupaten Magelang rnasih
rnemiliki pengetahuanyang amat terbatas terhadap hakikat pelaksanaan
Pemilu. Pemilih belum mengetahui betul fungsi dan peranan Pemilu
bagi kehidupan mereka, serta tidak begitu memahami apa konsekuensi
dari sebuah pilihan dalam Pemilu. Data dalam table 1 berikut
rnemperlihatkan bagaimana kapasitas per-rgetahuan pemilih terhadap
Pernilu:




. Bisil mcnyebutkrn miniml l
o lr4cogctahui trahrrn I'enrilu
lDcmilih I)PRI) Kabupalcn.
Dl'l{. dail l)PI)
. Iliss rnclrycbutkaD sctidaknya sanl Colcg
l)PRD Kabupxion dr.i l)P{rya
Pctrgelahuan tenlrng l(sllpanyc
e llisa nrcnycbtit frmlisi lurnpmyc deugan
[renar
Molivusi utrfi! ikut krwp!nv(:
r diajakrcmanr'fanrili
r rnclihar pcrtunjukiutmusilo'hiburan
o kareua diberi l(nos/rriu4! tallsporl
. lreflemu tok0h/artis ierkencl
c rncltlcngarkarorasi.Turkam/Cjalcg
. nrencilri tuhu prograril niildi
Markah Drenglkuti kanrpanyc dislogis tanpa ada
pcrtuniilk{n (hibur{n) atou irnheltrf
lO'li, yu: L2 Vt l




















Sumber: pengolahan data dali Pcnelitian
'I'ingkat Pendidikan Masyarakat Rurnl Masynrakat Urban






20r 14 10 0t
Tdk ll'amat SLTP l aol
larnat SLTP t4 281% l6 32 o/"
'l'dk Tamat SLT'A 2 4 o/o
-t'amat SI,TA t8 38 "/o 12 24 o/o
Tdk Tamat Pl'/'lanrat Dlll l 2 o/o 2 4Yo
amat PT 4 80h 4 8o/o






IIS, VoI 4, No I, Februari2005:1-Ig
Sebagainrana dapat dilihat dalam table 1 tersebut, prosentase pernilih
vang metniliki pengetahuan yang komprehensif tentang Pernilu adalah
sansat rendah. Sungguhpun masyarakat urlran Magelang memiliki
perrgetahuan yang sedikit lebih tinggi dari masyarakat perdesaan, akan
ietapi secara ulnum pengetahuan politik rnasyarakat di kedua jenis
rvilavah tentang seiuk beluk pemilu masih sangat terbatas. Pernilih pada
,-inrumnya fidak tahu persis terhadap fungsi Pemilu, karenahanya22%
rpcrnilih perdesaan) dan 26 % (pemilih perkotaan) yang mempu
:lenyebut fungsi I'emilu lebih clari satu. Sedangkan yang lain hanya
rr.1n1pu menyebut satu jawaban (yakni rata-rata hanya bisa meniawab
.rntuk memilih anggota DPR/DPRD saja), atarr ticlak bisa memberikan
;.:rtahan yang jelils, atau mernberikan jar,r,aban yang keliru, atau
rrenvatakan tidak tahu. Ketika mereka dirninta untuk menjelaskan fungsi
renrilu misalnya, ada yang menjawab secara membingungkan,
iiantaranya (1) supaya pemerintah bisa membangunt, (2) mengamalkan
Pa;rcasilaz, (3) membela Megawati3, dan (4) tidak ada fungsinyaa. Yang
::renarik, saat mereka diminta untuk menyebutkan alasan mengapa
:nereka iktrt Pemilrr, banyak diantara mereka yang menyatakan bahwa
:sut Pernilu adalah untuk ikut menyuskeskan program pemerintah, atau
:rut-ikutan -yang lain saja.
Kebanyakan pernilih juga tidak mengetahui calon angE;ota DPRD
Kalrupaten yang berrasal dari daerahnya, sehingga besar kemungkinan
::..ereka memilih hurda gambar partai saja ketika mereka ikut dalarn
'..trrrilu. Pada rnasyarakat perdesaan hanya I % saja pernilih yang
:nengetahui setidaknya satu nama caleg dari DPnya, dan pada
i:rasvarakat pelkotaary prosentasinya lebih bagus hingga mencapai 24
. Ini artinya barangkali arus inforrnasi dtrn intelaksi politik antar caleg
.:i .laerah perkotaan dengan caleg di daerah perdesaan terjadi lebih
: ntensif .
Pengetahuan pemilih terhadap kampanye pada umumnya juga
:r'r.rsih sangat mernprihatinkan. Hanya sekitar 30% responden di
'-ri,rdesaan dan 36 % responden di perkotaalt yang bisa menyebutkan
rri-rgsi kampanye dengan benar. I-ainnya sebagian besar rnenjawab tidak
:;hu:, ;rtau meniawerb untuk "shrsw of force'z, atau unfuk "pesta rakyat":t"
Selain itu, penelitianirri juga mengungkapbahwa hampir90 % pemilih
':al k tli perdesaan nraupun perkotaan rnenyatakan bahwa mereka tidak
:iaii mengl'radiri kampanye apabila mereka tidak mendapatkan imbalan
:r.rterial atau rnelihat pertunjukkan atau hiburan. Terlebih, data dari
ir.r=il n'an'ancal'a menunjukkan bahwa kebanyakan responden di
'-1€ ; rl e s a a n menya takan motivasi utarna menghadiri karnpanye adal ah
- i t u rrr t-turut (1 ) melihat pertunjukan musik/ hib ur an 64%, (2) karena
-r:beri kaos/ uang transport1'A%, (3) karena diajak ten'ran / farnlli 8%, (4)
x-rr. n Ll en ga rkan orasi jurkam 8 %, (5) bertemu tokohl artis terke n al 6'%,
:.-in tirlak ada yang menjawab untuk mencari tahu program partai.
Sr.,langkan pada masyarakat perkotaan, mcltirrasi utama adalah-:crturut-turut: 
(1) melihat pertunjukan musik/lribur"an 60%, (2) karena
: i i.e r i kaos,/ uang transp or t 1.6%, (3) menclengarkan orasi j urkarn/ cale g
il'r, , il) bertemu tokoh terkenal S%, (5) diajak ternan/famili2%, dan (6)
rencari tahu proglam partai 2%. Fenornetra ini menunjukkan bahlva
e.r.nsi karnptrnve sebagai ajang untuk melihat dan menrbandingkan plat-
:.-.rm c1an program partai atau caleg masjh sangat jauh dari harapan.
Pertgetahnan tentang partai politik. Seperti halnya pengetahuarr
:-'.::r arakat terhadap seluk beluk Pemilu, pengetahuan masyarakat
:(::1.idap partai politik juga rnasih sangat terbatas. Walaupun rata-rata
re!.rnvakan dari 100 responden yang diwawancarai rnenyatakan bahwa
:rereka pernah memilih partai politik dalam Pemilu, atau bahkan
-banvak 26% responden di perdesaan dan?2% responden di perkotaan
nen_\'atakan bahw;r mereka menjadi anggota atau simpatisa,n suatu
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partai politik, akan tetapi pemahaman dan wawasan mereka tentang
partai politik masih cukup memprihatinkan. Hal ini bisa kita lihat pacti
table 2berikut.
Table 5: Pengetahuan pemilih tentang partai politik
Masyarakat Rural Masyarakat Urban
Pcngetahunn dasar tcntang parpol
e llisa menyehut 2 timgsi partai politik
. Mengelahui bahwa partai politik dapat
berf'ungsi rlntul( lnemperjuangkan hak
ncreka di DPRI)
Kemampurn onalitis tcrhodap parpol
o Bisa menyebut 5 nama partai polilik
pcsertapemilu 2004
. Mengetahui partai pemenang pemilu
1999 di Kah. Magelang
. Bisa menyebulkani mengetshui
progranr suatu partai politik
o Memiliki stanrJar penilaian untuk












Sumber: pengolahan dari data Penelitian
'Iabel2 tersebut memperlihatkan bahwa pemilih kebanyakan masih
belum faham benar akan apa fungsi dan kedudukan partai politik dalarn
kehidupanberbangsa danbernegara baik dalam tingkat lokal maupun
nasional. Hanya sebanyak 6 % pemilih di perdesaan dan4% pemilih di
perkotaan yang bisa menyebut 2 fungsi partai politik, sedangkan sisanya
menyatakan tidak tahu, atau memberikan jawaban yang kelirul. Hanya
42 % responden perdesaan, dan 60 % responden di perkotaan yang
mengetahui bahwa partai politik dapat berfungsi untuk
mempe4uatrgkan hai< mereka di DPRD.
Dalam hal kemampuan menganalisis terhadap partai politik,
kebanyakan pemilih juga tidak bisa melakukan per.bandingan dan
penilaian terhadap partai politik secara rasional. Sungguhpun pemilih
kebanyakan (62% pemilihperdesaan dan%% pemilih perkotaan) dapat
menyebutkan setidaknya lirna partai politik kontestan Pemilu 2004, akan
tetapi mereka tidak tahu persis apa perbedaan program dan kelebihan-
kekurangan dari masing-masing partai. Bahkan hampir semua responden
menyatakan mereka tidak tahu apa sesultgguhnya program yang
ditawarkan oleh partai politik. Disamping itu, hanya 8% (perdesaan)
dan14% (perkotaan) dari pemilih yang mengetahui partai pemenang
Pernilu di Kabupaten Magelang pada tahun 1999, sehingga adalah
sanS;at sulit bagi mereka untuk mengevaluasi kinerja partai politik.
Selanjutnya, hanya 22% pemillh perdesaan d an}}% pemilih perkotaan
yang memiliki standar perrilaian untuk rnenentukan apakah suatu partai
bisa disebut baik atau tidakl, sehingga pilihan yang dijatuhkan terhadap
suatu partai ketika mereka melaksanakan Penrilu, kemungkinan besar
tidak didasarkan kepada pertimbangan yang rasional. Hal ini
ditunjukkan, sebagaimana akan didiskusikan kemudian, oleh jawaban
urereka ketika ditanya apa landasan utama untuk memilih suatu parpol,
sebanyak 36 % di perdesaan dan 34 70 responden di perkotaan menjawab
bahwa mereka memilih partai yang dir.ekomendasikan oleh tokoh yang
mereka percayai kapasitasnya seperti kyai, orang tua, pemimpin
organisasi, dan sebagainya.
Pengetahuan tentang pte'meilntahan dan qx-oses politik. Aspek ini
rnelihat bagaimana pemilih memahami proses penyelenggaraan
pemerintahan dan politik di daerafu serta melihat pengetahuanpemilih
terhadap kebiiakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. T"m,rr.,
yang didapat penelitian ini dirangkurn dalam table 3 berikut:
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Table 6:





. Tahu nrinimal dua fitngsi DPRI)
. Mengenal anggota DPRD hasil Pemilu
I 999 yang berasal tlari daerahrrva
r Mcngetahuijumlah lcomisi di DPIiD
. Mengetahui satu b[ah Perda
Pengctahuan tcrhadap eksekutif
. Dapat menjelaskan perbedmn fungsi
l)PI{lf deugau firngsi eksekutil'(Bupati )














30 o/oo Mengetohui 5 nana dinas di Kabupaten
. Tahu 2 prograu atau kebijakan Pemhab
_ NlaBelansypls_lpttg4!_lg$l31
Sunber: pengolahan clari data Penelitiall
Tabel diatas menunjukkan bahwa pengetahuan pemilih terhadap
penyelenggaraan pemerintahan dan proses politik juga masih amat
terbatas. Pemilih yang mengetahui setidaknya dua fungsi DPRD di
tlaerah perdesaan dan perkotaan hanya kurang dari 10 o/o1 .lniartinya,
sangatlah tidak mungkin bagi pemilih untuk mengevaluasi kinerja
anggota dewa4 karena untuk melihat fungsinya saja mereka tidak bisa
meniawab dengan pasti. Terlebih lagi, hanya 4 % perniiih perdesaan
dan 14 % pemilih perkotaan yang mengetahui atau mengenal anggota
DPRD Kabupaten dari daerahnya (satu desa atau satu kecamatan atau
dari kecamatan terdekat). Kebanyakan pemilihiuga tidak mengetahui
persis berapa jurnlah komisi di DPRD, dan tentu saja tidak mengetahui
bidang-bidang apa saja yang menjadi tanggung jawab masing-masing
komisi. Sementara itu, hanya 4 % pernilih perdesaan danZ % pemilil"t
perkotaan yang m€ngetahui dan menyebutkan adanya satu peraturan
daerah (Perda) prorluk DPI{D. Dengan demikian otomatis pemilih tidak
tahu apakah produk-produk apa saja yang dihasilkan oleh anggota
DPRI), dan bagaimana produk hukurn itu berpengaruh terhadap
kehidupan mereka"
Dalam konteks pengetahuan pemilih terhadap eksekutif,
kebanva kan dari mereka juga tidak bisa rnenyebutkan fungsi eksekutif
secara tepat. Hanyal0 % saja dari pemilih yang mampu membedakan
rungsi Buapti dengan DPRD. Kemudian han),a 1"8 % pemilih di perdesaan
dan 26 % pemilih di pe-rkotaan yang dapat menyebut nama Bupati yang
sedang memerintah. Pertanyaan kritisnya adalah apabila narna Bupati
saja kebanyakan takyat tidak kenal, maka bagaimana rnungkin mereka
akan dapat mengevaluasi kinerja Bupati dan juga partai politik yang
menrilih Bupati tersebut. Terakhir, kebanyakan pemilih juga tidak mampu
merryebutkan sedilcihrya 5 (lima) nama dinas yang ada di Kabupaten
mereka, serta tidak tahu sedikihrya 2 program atau kebijakan pemerintah
daerah yang sedang berjalan. Atas fakta ini, maka kita dapat menarik
kesirnpulan bahwa kebanyakan rakyat tidak tahu fungsi apa saja yang
clapat dilakukan pemerintah untuk melayani rnereka. Kesimpulan yang
lebih luas dapat pula kita tarik bahwa selama ini proses penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Magelang masih sangat jauh dari kontrol
masyarakaf dikarerrakan masyarakat tidak tahu jenis-jenis atau sektor
apa saja yang harus dikontrol.
KeterJi batan dalam proses politi k.Dengan kapasitas pengetahuan
vang amat minim, maka kita dengan mudah nrenebak bahwa partisipasi
politik masyarakat juga rendatr, karena jangankan untuk berpartisipasi,
cara bagaimana mereka berpartisipasipun tidak tahu. Akan tetapi, hasil
penelitian menunjukkan bahwa prosentase partisipasi pemilih dalam
proses di eksekutif temyata cukup tinggi. Sayangnya, proses keterlibatan
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terhadap proses legislative masih sangat rendah. Tabel 4 berikut
mernberikan gambaran yang jelas bagaimana partisipasi pemilih di
Kabupaten Magelang terhadap proses politik di daerahnya.
Table 7: Keterlibatan pemilih dalam proses politik
\4aryqqlqtarakat RuErl Masyarerkat tlrba|]-_
Kcterlibatan d*lnm prostt legislatif
r lJisa rrnnyebutkan letak kant()r DPRD
o Pemah nnsuk ke kantor DPRI)
Kabupaten
o Permrh uremporjuangkan kepentingan ke
kantor DPRI)
o Pemah melihat/ikut sidang I)PRD
Keh.rlibatln &rlam proses ehsekutif
r '[ahu luuk kantor Bupati
o Pemah berhuniung ke kantor Pemkab
r Pernah berhubungarr/berdialog dengtur
pejaht I'crnda
. Pemah mcogamati kincria pegawar
Pemda
r Pernah rrombedkan masukar/terlibat














Sumber: pengolahan dari data Penelltian
Tabel tersebut menunjukkan bahwa pemilih pada umumnya
mengetahui letak kantor DI']RD dan juga kantor Bupati. Sayangnya,
pemilih pada umumnya tidak pernah masuk ke kantor DPRD, tidak
pernah mempe4uangkan kepentingan ke kantor DPRD, dan apalagi
terlibat dalam persidangan DPRD. Hanya sekitar 10 % pemilih di
perdesaan dan4o/o pemilih perkotaan yang menyatakan pernah masuk
gedung DPRD, pernah mempe{uangkan aspirasi di sana, dan pernah
mengikuti persidangan di gedung dewan. Yangme.narik adalalu kadar
prosentase pernilih yang terlibat dalam proses legislative ternyata lebih
besar pemilih di perdesaan dari pada pemilih di perkotaani.
Dalam konteks partisipasi pada kegiatan eksekuti{, responden pada
umumnya rnemiliki tinglcat partisipasi yang cukup baik. 62 % pemilih
di perdesaan dan 54 % pemilih di perkotaan menyatakan bahwa mereka
pernah berkunjung ke kantor Kabupaten. Kenrudian masing-masing 54
Y" c1an76 % pemillh di perdesaarl dan perkotaan menyatakan pernah
berhubungan dan berdialog dengan pejabat Pemerintah Kabupaten. 34
% pernilih perdesaan dan 88 % pemilih perkotaan menyatakan pernah
melakukan pengamatan terhadap kinerja pegawai Pemerintah
Kabupated. Sayangnya hanya 14 % responden perdesaan dan 42 %
responden perkotaan yang menyatakan pernah memberikan masukan/
terlibat dalam suatu program pemerintah.
tserbagai macam point dari pemaparan data hasil penelitian diatas
rnenunjukl<an bahwa kapasitas pemilih dalam proses Pemilu 2004 di
Kabupaten Magelangrnasih sangat jauh dari ideal. Karena keterbatasan
kapasitas politik, tentu saja pemilih tidak mungkin dapat membuat
keputusan politik secara rasional. Dalam keadaan yang seperti ini,
pernilih biasanya secara sederhana menyandarkan pilihan mereka atas
dasar clien telism (tunduk pa da iwagan), patronage (patronase kelompok
sempit), demagoguery (hasutan*apa kata or.ang), dan populism
(ketenaran), bukan atas dasar platform, program, visi-misi, dan track
record. Pemilih akan cenderung untuk bersikap tidak peduli apakah
calon atau partai yang mereka pilih berkinerja buruk, korup'r, dan tidak
merniliki program yang jelas, karena bagi mereka yang penting bukanlah
variable rasional semacam itu, melainkan apakah calon dan partai itu
memenuhi variable emosionalitas berdasarkan pada keterikatan
kelompok dan populisme.
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mewujudkan proses demokratisasi dan penyelengp;araan pemerintahan
yang sehat. Sebagaimana dikernukakan diatas, berbagai teori (Setzler,
2002; Berelson, Lazarsfeld, dan McPhee, 1954; Inglehart,1997; Welzel
and Irrglehart,z}Ll) nrenyebutkan bahwa tanpa adanya kapasitas politik
yang memadai dari pemiiih, maka proses demokratisasi dan akuntabilitas
politik tidak akan terjadi. Dalam konteks ini Setzler (2002, 1)
mengemukakan bahwa: "dernocracy (in developingcourtties) can only
be expected to ptosper over the long term if government of{icials can be
better held responsible for their actions than has been the case in the
period immediatelyfollowing the third wave ol democrahc transisition".
Sinyalemen Setzler ini benar agaknya bila melihat fenomena di Indone-
sia, dimana mulai banyak orang yang menyuarakan bahwa era
pemerintahan orde baru (yang otoriter) dinilai lebih baik dibanding
dengan pemerintahan pasca gerakan reformasi sungguhpun pelak-
sanaan demokratisasi mengaiami kemajuan yang lumayan pesat. Korupsi
vang tidak terkontlol, ketiadaan profesionalitas anggota parlemen, dan
keacuhan pejabat politik terhadap aspirasi rakyat adalah sebagian dari
sekian banyak alasan yang membuat orang memandang bahwa
pelaksanaan demokrasi tidak begitu banyak berarti bagi kehidupan
mereka-
Kesinpulan. I)emokrasi adalah bukan merupakan sebuah proses
vang beracla pada ruang hampa melainkan terkait dengan berbagai
faktor yarrg berkaitan satu sama lain. Salah satu faktor determinan yang
cliperlukan untuk menjamin berlangsungnya proses dernokrasi secafa
sehat adalah adanya kapasitas politik masyarakat. Tanpa adanya
kapasitas itu, demokrasi jusku berpotensi menimbulkan abuse of power
varrg hasil akhir:nya justru sangat merup;ikan masyarakat sendiri.
Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten
\lagelang sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Indonesia masih
memiliki kapasitas yang amat rendah dalarn konteks politik. Walaupun
tidak bisa digeneralisir, akan tetapi situasi ini dapat menjadi cermin
bahn'a proses demokratisasi di negara kita masih memerlukan proses
vang panjang untuk menuju sempurna.
Yang menjadi perta.nyaan adalah agenda apa yang harus kita susun
untuk rr-rengatasi keadaan agar tidak semakin memburuk. Berkaitan
t'iengan hal tersebut banyak sekali pemikiran para ahli yang memiliki
pendapat tentang cara untuk mengatasi keterbatasan kapasitas politik
rakvat hal ini. Sebagai contotr" Lipset (1959), Cutright (1963); Bollen and
Jackman (1985); Burkhart and Lewis-Beck (1994) menyatakan bahwa
kapasitas politik harus dibangun melalui proses socioeconomic devel-
opmentkarena mtrsyarrakat yang sejahtera akan melahirkan kesadaran
.lan partisipasi politik yang tinggi. Ahli yang lain (Putnam 1993;
Fukuyama I995; Knack and Keefer 1997; Landes 1998; Gibson and Duch
1994; lnglelrartl99T; Welzel and Inglehart 2001) menyatakan bahwa
demokrasi yang sehat akan tercipta apabiia ditanamkan niiai-nilai
mc;rlern (tnodern values) dan juga nilai-nilai kewarganegarcan (civic
v a / ues) d alamkehidupan rnasyarakat.
Saran. Dengan demikian, sembari pembangunan ekonorni harus
terus kita galakkan, civic educationadalah salah satu dari sekian langkah
penting yang harus ditempuh. Akan tetapi langkah ini saja tentu masih
i.rr-rh dari rnencukupi mengingat banyaknya jumlah populasi penduc-luk.
Pen.rbentukan sel dalam kelornpok-kelompok masyarakat yang
t.erkapasitas politik tinggi adalah salah satu alternatif yang patut untuk
i.ita pikirkan. Apabila kita belum mampu mendidik seluruh anp;gota
r..ast'arakat, maka setidaknys 61" harus membuatbeberapa kelompok
pioneer \ranpi mampu berfikilan politik secara rasional. Pioneer ini




diharapkan akan rnampu mempengaruhi orang disekitar nrereka dengan
menularkan ide rasionalitas politik. Sebuah proses yang amat panjang,
akan tetapi kita tidak akan sampai kemana-mana tanpa satu langkah
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